WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 248TAHUN 2013

TENTANG

PERPANJANGAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA PADANG TAHUN 2013

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa  dengan telah  dilaksanakannya  pengalihan
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah, telah di tetapkan
-~ tanggal 30 September 2013 sebagai tanggal jatuh tempo
pembayaran PBB-P2 yang di cantumkan pada Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang;

b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam upaya
memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang belum
melakukan pembayaran PBB-P2, diperlukan perpanjangan
jatuh tempo pembayaran PBB-P2;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

- pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota
tentang Perpanjangan tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota

Padang Tahun 2013;

Mengingat . 1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956  tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
- Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintzhan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049).

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5234);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
ﬁggg} Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
16) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun

2012 Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Memperpanjang tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Padang Tahun
2013, semula 30 September 2013 menjadi 31 Desember 2013.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan keputusan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Ottoyer 2013.




